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MOTTO

“Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah (pula) kamu
bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi

(derajatnya), jika kamu orang-orang yang beriman.”

( Q.S Ali-imran ayat 139)

“Setiap Proses Ada Jalannya, Setiap Jalan Pasti Ada Prosesnya.”

( Fitri Eka Yolandari )
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ABSTRAK

Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Lembaga
Pinjaman Online Di Kota Bengkulu
Oleh Fitri Eka Yolandari, NIM 1811140250

Skripsi ini membahas tentang Peran Otoritas Jasa Keuangan
dalam Pengawasan Lembaga  Pinjaman Online di Kota
Bengkulu.Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui
Bagaimana Praktek Pinjaman Pada Lembaga Pinjaman Online Di
Kota Bengkulu dan bagaimana Peran Otoritas Jasa Keuangan
dalam Pengawasan Lembaga  Pinjaman Online di Kota
Bengkulu. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang
bersifat deskriptif, menggunakan data primer, Kemudian data
sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku dan website.
Subjek penelitian ini adalah bagian Pengawasan. Adapun teknik
pengumpulan datanya adalah dengan wawancara langsung
dengan narasumber, kemudian hasilnya diolah secara kualitatif.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: Praktek Pinjaman Online
di lakukan dengan beberapa tahap yaitu tahap pengajuan
pinjaman, tahap verifikasi, Tahap penerimaan pinjaman, Tahap
pencairan, tahap pembayaran..Selanjutnya Peran Otoritas Jasa
keuangan Dalam Pengawasan lembaga pinjaman online di kota
Bengkulu yaitu Peranan Pengaturan dan pengawasan yang
bersifat Upaya preventif dan represif.

Kata Kunci : Pengawasan,Otoritas Jasa Keuangan, Pinjaman
Online.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga negara yang
dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011
dengan fungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan
pengawasan yang terintegrasi atas seluruh kegiatan sektor
jasa keuangan. Otoritas Jasa Keuangan didirikan berdasrkan
prinsip-prnsip tata kelola yang baik antara lain independensi,
akuntabilitas, pertanggung jawaban, trasparansi, dan
kewajaran.Otoritas Jasa Keuangan adalah organisasi yang
independen, bebas dari campur tangan pihak lainnya dengan
fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan,

pemeriksaan dan penyidikan.

Otoritas Jasa Keuangan dibentuk untuk menggatikan
peran Bapepam LK dalam pengaturan dan pengawasan pasar
modal dan lembaga keuangan, menggantikan Bank Indonesia
dalam pegelolaan dan pengawasan Bank, sekaligus
melindungi konsumen masyarakat dari industry jasa
keuangan seperti perusahaan asuransi, dana pension, lembaga

keuangan, dan organisasi jasa lainya termasuk pasar modal.*

"Nonie Afrianty, dkk,”Lembaga keuangan”, (Bengkulu: CV Zigie
Utama, 2020), h. 15



Layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi
informasi diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan
No.77/POJK.1/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang
berbasis teknologi informasi. Layanan pinjam meminjam
uang berbasis teknologi informasi adalah penyelenggaraan
layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi
pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka
melakukan perjanjian pinjam-meminjam dalammatauang
rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan

menggunakan jaringan internet.

Pinjaman  Online  merupakan layanan pinjam
meminjam uang dalam mata uang rupiah secara langsung
antara kreditur/lender (pemberi pinjaman) dan debitur
/borrower (penerima pinjaman) berbasis teknologi informasi.
Sampai dengan maret 2022, total jumlah penyelenggara
fintech terdaftar dan berizin sebanyak 102 perusahaan.OJK
mengimbau  masyarakat untuk  menggunakan  jasa

penyelenggara fintech lending yang sudah berizin dari OJK.?

Layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi
informasi atau yang lebih dikenal dengan pinjaman online
saat ini juga sudah di gandrungi masyarakat Kota Bengkulu,
dalam hal ini penulis telah melakukan observasi awal dengan

salah seorang nasabah Lembaga Pinjaman OnlineBFI Finence

*https://www.cnbcindonesia.com/teach/20220321124242-37-
324513/daftar pinjol-legal-2022



https://www.cnbcindonesia.com/teach/20220321124242-37-324513/daftar
https://www.cnbcindonesia.com/teach/20220321124242-37-324513/daftar

yang berkembang di Indonesia akhir-akhir ini. Sebagai badan
usaha, lembaga keuangan menjalankan usahanya di bidang
jasa keuangan, baik penyediaan dana untuk membiayai usaha
produktif maupun konsumtif, maupun jasa keuangan bukan
pembiayaan. Otoritas Jasa Keuangan yang memiliki
wewenang untuk mengawasi dan mengatur lembaga
keuangan telah mengeluarkan peraturan mengenaiHal ini
tertuang dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam berbasis

teknologi informasi.’

Data Nasional dari Satuan Tugas Waspada Investasi (SW1)

No Tahun Entitas yang Dihentikan

1 2018 404 pinjol ilegal di Indonesia
2 2019 1.493 pinjol ilegal di Indonesia
3 2020 1.026 pinjol di Indinesia

Sumber; wawancara 2022

Dibentuknya OJK dengan tujuan agar keseluruhan
kegiatan jasa keuangan dalam sektor jasa keuangan
terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel

serta mampu mewujudkan system keuangan yang tumbuh

*peraturan Otoritas Jasa Jeuangan Nomor 1/POJK.01/2016 tentang
Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.



secara berkelanjutan dan stabil, mampu melindungi
kepentingan konsumen masyarakat.

Berdasarkan hasil Observasi yang dilakukan pada
Nasabah lembaga pinjaman online BFI-Financeyang
berinisial AP yang tinggal di kelurahan padat karya
kecamatan selebar Kota Bengkulu. Kasus yang di alami yaitu
pada aplikasi lembaga pinjaman onlinecara penagihan yang
tidak layak dan bunga yang terlalu tinggi selain itu ada juga
kasus yang hampir terjadi pada nasabah yaitu penarikan
kendaraan bermotor dengan cara pemaksaan oleh debt
collector terhadap konsumen yang mengalami telat membayar
atau kredit macet Sehingga mengakibatkan sebagian
masyarakat depresi karena penagihanya yang kurang baik dan
masyarakat juga banyak di tipu karena jumlah pinjamanya
terus saja menaik tanpa alasan dan tanggal pembayarannya
tidak sesuai dengan perjanjian yang di sepakati dari awal.
Bunga yang diberikan terlalu tinggi.Penyelesaiaan hukum
permasalahan ini masih kurang sehingga kasus-kasus seperti
ini masih banyak bermunculan di tengah-tengah masyarakat
yang kurang memahami antara pinjaman Online ilegel dan

legal di kota bengkulu.

Sesuai dengan undang-undang Nomor 21 tahun 2011
tentang Otoritas Jasa Keuangan, wewenang dan tugas OJK
adalah mengawasi Lembaga Jasa Keuangan (LJK) di sektor

pasar modal, sektor industry keuangan Non bank seperti



(asuransi, dana pensiun, perusahaan pembiayaan, dll). Dan
bank umum bank perkreditan rakyat.

Dalam hal ini merupakan tanggung jawab bagi Otoritas
Jasa Keuangan sebagai lembaga yang independen mempunyai
fungsi mengatur, mengawasi dan melindungi kepentingan
masyarakat guna terciptanya jasa keuangan industry yang
baik. OJK sebagai lembaga resmi, pada pasal 5 UU Nomor 21
Tahun 2011 menjelaskan bahwa lembaga ini berfungsi
menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yag
terintegrasi terhadap seluruh kegiatan didalam sektor jasa
keuangan. Artinya OJK wajib ambil bagian dalam
penanganan lembaga pinjaman online karena menyangkut

suatu kegiatan di sektor jasa keuangan.

Berdasaran latar belakang yang telah di jelaskan di atas
maka penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh lagi tentang
“Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan

Lembaga Pinjaman Online Di Kota Bengkulu”.

B. Batasan Masalah
Adapun pembatasan masalah dalam penelitian ini
adalah sebagi berikut:
1. Penelitian yang dilakukan oleh penulis  hanya
meliputi praktek pinjaman online



2. Dalam hal ini yang di jadikan objek peneliaan adalah
khusus nasabah  lembaga pinjaman online BFI-
finance di Kota Bengkulu.

C. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang ada di atas,
maka peneliti merumuskan masalah yaitu:
1 Bagaimana Praktek Pinjaman Pada Lembaga Pinjaman
Online Di Kota Bengkulu?
2 Bagaimana Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam
Pengawasan Lembaga Pinjaman Online di Kota

Bengkulu?

D. Tujuan Penelitian
Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan
dari penelitian in sebagai berikut:
1 Untuk mengetahui praktek pinjaman pada lembaga
pinjaman online di kota bengkulu
2 Untuk mengetahui Bagaimana Peran Otoritas Jasa
KeuanganDalam Mengawasi Pinjaman Online di Kota
Bengkulu
E. Kegunaan Penelitian
Berdasarkan  latar  belakang  masalah,rumusan
masalah,tujuan dan sesuai sifat penelitiaan,maka hasil
penelitiaan ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai
berikut:



1.

Manfaat teoritis

Penelitiaan ini diharapkan memberikan manfaat
mengenai Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam
Pengawasanpinjaman online Di kota Bengkulu.
Penelitian in diharapkan mampu memberikan
pemahaman mengenai Peran Otoritas Jasa
Keuangan Dalam Pengawasanpinjaman online di

kota Bengkulu.

2. Manfaat praktis

a.

Bagi penulis

Hasil penelitian dapat di gunakan sebagai acuan
dasar bagi peneliti  berikutnya, terutama
penelitiaan yang tertarik pada tema Peran
Otoritas Jasa Keuangan dalam Pengawasan

PinjamanOnline di Kota Bengkulu.

b. Bagi masyarakat

C.

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan
refrensi dan menambah informasi mengenai
lembaga keuangan.

Bagi pembaca

Penelitian ini untuk menambah pengetahuan dan
menjadi masukan bagi pemerintah daalam
melakukan kebijakan pengawasan penghimpunan

dana masyarakat.



F. Penelitian Terdahulu

1.

Trinov Gira Thimoteus yang berjudul: “ Peran
Otoritas Jasa Keuangan Dalam Memberikan
Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Nasabah
Dalam Layanan Financial Technology Berbasis Peer
To Peer Lending” bertujuaan untuk mengkaji upaya
Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga penyusun
kebijakan industry jasa keuangan untuk memberikan
perlindungan hukum dalam kasus pelanggaran hukum
terhadap data pribadi nasabah dalam layanan
Financial Technology berbasis Peer to Peer Lending
serta melakukan analisis kepada problematika hukum
yang terjadi terhadap perlindungan data pribadi
nasabah dalam layanan Financial Technology berbasis
Peer to Peer Lending baik dari segi bentuk maupun
faktor penyebabnya. Penelitian inin. merupakan
penelitian hukum empiris bersifat Deskriptif, dengan
Pendekatan Kualitatif. Sumber data padapenelitiaan
terdiri dari data primer yakni data yang diperoleh
secara langsung di lapangan dengan wawancara di
Otoritas Jasa Keuangan. .Perbedaan penelitiaan ini
fokus pada perlindungan hukum data pribadi nasabah
dalam layanan Financial Technology berbasis Peer to
Peer Lending sedang peneliti membahas Peran

Otoritas Jasa Keuangan dalam Pengawasan Pinjaman



Online di Kota Bengkulu. Persamaan penelitian di atas
dengan penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan
metode kualitatif, dan sama-sama meneliti pinjaman
onlines.*

2. Elvira Fitriyani pakpahan DKk, yang berjudul “Peran
Otoritas Jasa keuangan dalam mengawasi maraknya
pelayanan financialtec hnology “berdasarkan
penelitiaan yang di lakukan penerapan fintechdi
Indonesia diatur dalam beberapa regulasi resmi dari
pemerintah dari bank Indonesia itu sendiri, melalui
PBI No. 19/12/PBI/2017 tentang penyelenggaraan
teknologi financial yang melakukan kegiatan sistem
pembayaran. Kewajiban pendaftaran tersebut di
keualikan bagi penyelenggara jasa sistem pembayaran
yang telah memperoleh izin dari bank Indonesia dan
bagi penyelenggara teknologi financial yang berada di
bawah kewenangan Otoritas Jasa Keuangan.
Persamaan penelitian diatas dengan penelitian ini
sama-sama studi  penelitian otoritas jasa keuangan,
Perbedaan peelitian ini yaitu fokus penelitian.
Penelitian diatas meneliti Peran otoritas jasa keuangan
dalam mengawasi maraknya layanan financial

tehnology di Indonesia. sedangkan peneliti ini

*Trinov Gira Thimoteus and Dona Budi Kharisma “Peran Otoritas
Jasa Keuangan dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Data
Pribad Pribadi Nasabah Dalam Layanan Financial Technology Berbasis Peer
to Peer Lending “ Jurnal Privat Law Vol 9 No 2 (2021).
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meneliti peran Otoritas Jasa Keuaangan dalam
pengawasan Pinjaman Online di kota bengkulu.’

3. Asmah Savitri Yang berjudul “ Pinjaman Online Di
Masa Pandemic Covid-19 Bagi Masyarakat Aceh
penelitian ini mengguakan jenis penelitian kualitatif
dengan menggunakan jenis penelitian literature study.
Hasil hasil penelitian ini  menunjukkan bahawa
pinjaman online memiliki dampak yang baik guna
membantu Kkesulitan dana bagi masyarakat Aceh.
Namun negatif yang harus diwaspadai, antara lain:
maraknya pinjaman online ilegal, suku bunga yang
tinggi serta aksi terror dan pencemaran nama baik
yang mengintai pengguna layanan ini. Perbedaan
penelitian ini yaitu penelitian di atas fokus pada
pinjaman online di masa pandemic covid -19 bagi
masyarakat sedangkan penelit meneliti tentang peran
Otoritas Jasa Keuangan Pada Perlindungan Konsumen
Pinjaman online di kota Bengkulu sedaagkan
persamaan penelitian diatas dengan penelitian ini
sama-sama menggunakan metodu kualitatif dan sama

meneli tentang pinjaman online.®

*Elvira fitriyani pakpahan, Dkk. “ Peran Otoritas Jasa Keuangan
dalam Mengawasi Maraknya Pelayanan Financial Technology di Indonesian,
” Jurnal Magister Hukum Udayana, Volume.9 No. 3.9 (2020)

®Asmah Savitri Dkk. “ Pinjaman Online Di Masa Pandemic Covid-
19 Bagi Masyarakat Aceh “



4.

11

Mailadatul Mufallihah yang berjudul “Pengawasaan
Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Layanan Pinjaman
Online Berbadan Koperasi yg belum berizin di
Otoritas Jasa Keuangan (perspektif Undang-Undang
nomor 21 Tahun 2011) “Penelitian ini menggunakan
jenis penelitian hukum empiris dengan melakukan
penelitian  langsung, menggunakan pendekatan
Yuridis Sosiologis (Social legal Approach) juga
pendekatan kualitatif. sumber data yang digunakan
adalah sumber data primer yang berupa wawancara
dan sekunder yang berupa buku, jurnal, dan Undang-
Undang. pengumpulan datanya menggunakan
wawancara langsung dengan dilengkapi dokumentasi.
Metode pengolahan data pada penelitian ini berupa
editing, Kklasifikasi, verifikasi, analisis data dan
kesimpulan. pada penelitian ini dalam pengawasan,
Peneliti  membagi tiga bentuk  pengawasan
diantaranya,  pengawasan  pendahuluan,  yang
dilakukan dengan menangani fintech illegal melalui
satgas waspada investasi. lalu pengawasan yang
dilakukan bersama dengan pelaksanaan kegiatan
(Concurrent Controls), yang berupa pengawasan pada
tahap pendaftaran beserta regulasi sandbox, dan yang
terakhir pengawasan timbal balik yang merupakan

pengawasan berkala dengan pantauan OJK melalui
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AFPI. pengawasan ini berdasarkan hukum islam
termasuk pada kategori maslahat dharuriyat, yang
termasuk dalam mengancam kehidupan insan Jika
tidak adanya pengawasan. sehingga perlu adanya
supervisi Otoritas Jasa Keuangan sebagai bentuk
pencegahan penipuan, memberikan sanksi kepada
platform illegal demi menjaga kesejahteraan,
keselamatan insan. Persamaan penelitian ini sama-
sama menggunakan pendekatan kualitatitif sedangkan
perbedaanya tempat dan objek penelitian .

5. Standy Wico yang berjudul “Evektifitas Otoritas Jasa
Keuangan Dalam Mengawasi Permasalahan Praktik
Pinjaman Online Ilegal Di Indonesia” penelitian ini
menggunakan metode normative dan pendekatan
konseptual. Data yang digunakan dalam penelitian ini
adalah data sekunder dan teknik pengumpulan data
dilakukan melalui studi kepustkaan hasil penelitian
inin menunjukan bahwa fungsi OJK saat ini dalam
mengawasi oprasional pinjol di Indonesia perlu
perbaikan dalam aspek regulasi. Maka dari itu OJK
layaknya di berikan dukungan dari segi regulasi untuk
menindak secara tegas terhadap keberadaan pinjol

ilegal dan salah satunya adalah rancangan Undang-

"Mailadatul Mufalihah. “Pengawasaan Otoritas Jasa Keuangan
Terhadap Layanan Pinjaman Online Berbadan Koperasi Yang Belum Berizin
Di Otoritas Jasa Keuangan (Perspektif Undang-Undang Nomor 21 Tahun
2011) Skripsi (2021). h.4
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Undang tentang perlindungan Data pribadi. Dalam
regulasi tersebut, OJK dapat diberikan kewenangan
yang setara untuk menindakpinjol ilegal dan tidak
serta merta hanya menyerahkan laporan sepenuhnya.
Persamaan penelitian ini adalah sama membahas
pinjaman online perbedaanya yaitu pada lokasi

penelitian dan metode penelitian .2

G. Metode penelitian
1. Jenis dan pendekatan penelitian

Jenis Penelitiaan ini adalah jenis penelitiaan
lapangan (field research). yaitupenelitian yang
mencakup  kejadian  dilapangan, baik dengan
observasi, wawancara dan tunjungan dengan buku-
buku pustakaan,jurnan dan bahaan bacaan lainnya
yang besangkutan dengan proposal.®

Penelitian ini merupakan penelitiaan mengunakan
metode kualitatif dimana peneliti ini dilaksanankan
dengan penelitian lapangan selanjutnya di kaji dan
dianalisis menggunakan metode Deskriptif adalah
suatu metode penelitian yang dilakukan dengan tujuan
umumnya untuk membuat gambaran tentang suatu

keadaan yang secara objektif.

8Standy Wico dkk. “Evektivitas Otoritas Jasa Keuagan dalam
Mengawasi ~ Permasalahan  Praktik ~ Pinjaman  Online  llegal di
indonesiaPerlindungan "jurnal lex jurnalitica 19 Nomor 1. (2021)

%Farida Nugrahani “Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan
Bahasa.Penerbit: Cakra Books. (2014) h.48
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2. Waktu dan lokasi Penelitiaan

a. Waktu penelitian
Penelitian ini berlangsung dalam periode 11 juli
2022 sampai 11 Agustus 2022.

b. Penelitian ini di langsungkan pada lembaga
Otoritas Jasa Keuangan Bengkulu yang
berlokasikan di JI. Pembangunan No. 4 Padang
Harapan, Kota Bengkulu.

3. Informan Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah staf atau

karyawan Kantor Otoritas Jasa Keuangan Sedangkan

sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik

Purposive sampling yaitu teknik pengambilan sampel

di mana peneliti mengandalkan penilaiannya sendiri

ketika memilih anggota populasi untuk berpartisipasi

dalam penelitian. Dengan metode pengambilan sampel
non-probabilitas dan ini terjadi ketika elemen yang
dipilih untuk sampel berdasarkan penilaian peneliti.*
Maka dari itu sampel dalam penelitian ini berjumlah 6
orang yaitu staff Edukasi Perlindungan Konsumen
(EPK) dan 5 teman- teman yang menggunakan

aplikasi pinjaman online.

10Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung:
Alfabeta, 2018). h. 85.
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4. Sumber Data dan Teknik pengumpulan Data
Sumber data yang digunakan dalam penelitiaan ini
adalah :
a. Sumber Data
1) Sumber data primer
Data primer merupakan data yang langsung
memberikan data kepada pengumpul data
atau berasal dari sumber data utama.dalam
penelitian ini menggunakan data primer yang
diperoleh  melalui wawancara langsung
dengan informan yang bersangkutan data
yang diperoleh dari su
mber pertama (responden) yang dianggap
mengetahui atau terlibat dalam membantu
peneliti melakuan penelitian yang berjudul
peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam
Pengawasan pinjaman online Di Kota
Bengkulu.'*
2)  Sumber Data Sekunder

Peneliti  juga menggunakan data
sekunder yaitu data yang diperoleh dari
studi kepustakaan berupa buku-

buku,jurnaldan pada hasil penelitianskripsi

Ygyjarweni, Wiratna. Metodelogi penelitian. Yogyakarta: Pustaka
Baru Press. 2014. h.73
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terdahulu yang terkait dengan masalah

yang diteliti.

5. Teknik Pengumpulan Data
1. Wawancara
Wawancara adalah teknik pengumpulan data
melalui proses tanya jawab lisan yang
berlangsung satu arah,artinya pertanyaan datang
dari pihak yang mewawancarai dan jawaban yang

di berikan oleh pihak yang di wawancarai.*?

Pada penelitian ini  penulis melakukan
wawancara, dengan menggunakan pedoman
wawancara, pedoman wawancara  berfungsi
sebagai pengendalian agar proses wawancara
tidakkehilangan arah. Pada proses wawancara
penulis menggunakan pedoman wawancara penulis
mengajukan pertanyaan terkait peran otoritas jasa
keuangan pada perlindungan konsumen pinjaman

online.

2. Dokumentasi
Dokumentasi adalah pengumpulan data berupa
data tertulis yang mengandung tentang
fenomena yang masih actual dan sesuai dengan

masalah  penelitian  dalam  hal  penulis

12 Jonathan, Sarwono. Metode Penelitian Kuantitatif Dan
Kualitatif. Yogyakarta: Graha llmu. 2006, h. 123
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menggunanakan data dokumentasi,dimana data
tersebut berupa data yang ada.™

3. Observasi

Observasi adalah pengumpulan data yakni
melakukan pengamatan terhadap kegiatan ataupun
prosedur Kkerja berhubungan dengan objek

penelitian.*

6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun
secara sistematis data yang diperoleh dari hasil
observasi, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainya,
sehingga dapat mudah di pahami dan temuanya dapat
diinformasikan kepada orang lain. Analisis data
dilakukan dengan mengorganisasikan data,
menjabarkanya kedalam unit-unit,menyusun kedalam
pola, memilih mana yang penting dan yang akan
dipelajari dan akan membuat kesimpulan yang dapat
diceritakan kepada orang lain.™

Dalam penelitian ini  peneliti menggunakan
metode  Analisis Deskriptif. Analisis Deskripsi

bertujuan untuk memberikan deskripsi atau gambar

B3Rifal’I, Abubakar.PengantarMetodologi Penelitian. Penerbit: Suka-
press. 2021, h. 14

¥gyjarweni,Wiratna. Metodelogi Pelitian. Penerbit: Pustaka Baru
Press.2014. h.75.

> Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis ( Pendekatan Kuantitatif,

Kualitatif, dan RnD), ( Bandung :Alfabeta, 2009), h. 431-438
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mengenai subjek penelitian berdasarkan data dan
variabel yang di peroleh dari subjek yang di teliti.
Analisis deskriptif adalah analisis yang digunakan
untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan
atau menggambarkan data yang terkumpul
sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat
kesimpulan yang berlaku untuk umum atau
generalisasi.

Berdasarkan teknis analisis data dengan
pendekatan yang digunakan maka analisis data
dilakukan dengan teknik sebagai berikut:

1. Data reduction (reduksi data)
Data yang diperolen dari lapangan
jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu

di catat secara teliti dan rinci. Seperti

dikemukakan semakin lama peneliti ke

lapangan, maka jumlah data akan akan
semakin banyak,komplek dan rumit.untuk itu
perlu segera dilakukan analisis dan melalui
reduksi data. Mereduksi data Dberarti
merangkum,memilih hal-hal yang pokok dan
memfokuskan pada hal yang penting.
2. Data Display (penyajian data)
Dengan adanya penyajian data, maka akan

memudahkan untuk memahami apa Yyang
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terjadi,merencanakan kerja selanjutnya
berdasarkan apa yang telah di pahami. Dalam
penyajian data, huruf besar, huruf kecil dan
angka disusun kedalam wurutan sehingga
strukturnya dapat di pahami.Selanjutnya
setelah di lakukan analisis secara mendalam.

3. Conlusion drawing/verivication
(penarikankesimpulan / verifikasi)

Penarikan kesimpulan dan verifikasi.
Kesimpulan awal yang dikemukakan masih
bersifat sementara, dan akan berubah apabila
tidiak ditemukan masih bersifat sementara,
dan akan berubah jika tidak ditemukan bukti-
bukti yang kuat mendukungpada tahap
pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila
kesimpulan yang di kemukan pada tahap awal,
didukung oleh bukti-bukti yang valid dan
konsisten saat peneliti kembali kelapangan
untuk mengumpulkan data, maka kesimpuan
yang dikemukan merupakan kesimpulan yang
kredibel.

H. Sistematika Penulisan
Dalam penulisan proposal ini penulis menyususn

sistematika penulis dalam beberapa bab yang terdiri dari:
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BAB IPendahuluan, penulis menyusunbabini terdiri dari
Latar belakang masalah yang menggambarkan fenomena
atau masalah penelitian ini yaitu tentang peran otoritas
jasa keuangan Dalam Pengawasan Pinjaman Online di
Kota Bengkulu, yang penulis rumuskan dalam satu
rumusan masalah. Sedangkan tujuan penelitian ini untuk
menjawab rumusan masalah, batasan masalah, rumusan
masalah, pada bab ini penulis uraikan manfaat penelitian
ini baik manfaat untuk penulis maupun pembaca.
Selanjutnya penelitian terdahulu yang merupakan
penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan
dilakukan terakhir, penulis menguraikan metode
penelitian yang akan di gunakan dalam penelitan ini, serta
sitematika  penuliis yang merupakan sistematika

pembahasan pada penelitian ini..

BAB IlYaitu kajian Pada bab ini penulis akan membahas
kajian Teori dari berbagai refrensi yang terkait dengan
subtansi penelitian ini. Kajian teori yang di bahas dalam
penelitian in yaitu mengenai pengertian otoritas jasa
keuangan, tujuan otritas jasa keuangan, terbentuknya
Otoritas Jasa Keuangan, fungsi tugas dan wewenang
Otoritas Jasa Keuangan, pengertian pengawasan, macam-
macam pengawasan,pengertian pinjaman online, jenis-

jenis pinjaman online,aplikasi pinjaman online.
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BAB Ill Yaitu Gambaran Umum Objek penelitian, pada
bab ini penulis akan membahas, Sejarah Otoritas Jasa
Keuangan, visi misi Otoritas Jasa Keuangan, struktur
Otoritas Jasa Keuangan, asas-asas Otoritas Jasa
Keuangan.

BAB IVPada bab ini dijelaskan mengenai hasil dan
pembahasan yang menjelaskan tentang hasil Pinjaman
Pada Lembaga Pinjaman Online Di Kota Bengkulu dan
Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam  Pengawasan
Lembaga Pinjaman Online Di Kota Bengukulu.

BAB VPada bab ini dijelaskan mengenai kesimpulan dan
saran yang menjelaskan tentang kesimpulan yang di dapat

dari hasi penelitian dan saran yang diberikan penelitian.



BAB |1
KAJIAN TEORI
A. Otoritas Jasa Keuangan

1. Pengertian dan Tujuan Otoritas Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah suatu lembaga
negara yang di bentuk berdasarkan UU 21 tahun
2011pasal 1 Ayat (1) adalah lembaga negara yang
dibentuk dan - berfungsi menyelenggarakan system
pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap
keseluruhan kegiatan didalam sektor jasa keuangan baik
di sektor jasa perbankan, pasar modal, dan sektor jasa
keuangan Non Bank atau IKNB.OJK dibentuk dan
dilandasi dengan prinsip-prinsip tata kelola yang
baik,yang  meliputi independensi,  akuntabilitas,
pertanggung jawaban, transparansi, dan kewajaran
(fairness).!

Pengertian Otoritas Jasa Keuangan menurut peraturan
Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 pasal 1,
adalah lemaga indenpenden yang mempunyai fungsi tugas
dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan
penyidikan.Tujuan independensi OJK ini diperlukan agar
kemampuaan dalam mengatur dan mengawasi jalannya

lembaga keuangan di Indonesia dapat dilakkan dengan

! Nonie Afrianty Dkk,”Lebaga Keuangan”,(Bengkulu :CV Zigie
Utama, 2020), h. 15

22
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baik dan tegas. Regulator jasa keuangan indenpenden ini
diawasi ketat dan ini terlihat dalam pengawasannya dal
UU RI NO.21 tahun 2011,bab Il pasal 2 ayat (2) yang
menyatakan bahwa Otoritas Jasa Keuangan adalah
organisasi yang bediri sendiri dalam menjalankan fungsi
dan wewenangnya,bebas dari campur tangan pihak lain.
OJK didirikan untuk menggantikan peran bapepam-LK
dalam mengatur dan pengawasan Bank, serta untuk
melindungi konsumen industry jasa keuangan.Sebelum
ada OJK pengawasan industry keuangan masih berjalan
terpisah dibawah dua regulator yaitu Bank indinesia yang
mengawasi Perbankan dan Bapepam-LK (lembaga
keuangan) yang mengawasi pasar modal dan idustri Non-
Bank.Dan pasar modal secara resmi beralih dari
kementerian dan Bapepam-LKke OJK pada 31 Desember
2012.Sedangkan pengawasan disektor perbankan beralih
ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan kepanjangan
tangan pemerintah dalam sektor jasa keuangan bidang
financial technology (fintech).

Oleh karenanya, OJK memiliki kebijakan tersendiri
dalam perlindungan konsumen yaitu melalui Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan No.1/P.OJK.07/ 2013 tentang
Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan dan Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan No.77/POJK.01/2016 tentang
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Layanan PinjamMeminjam Uang Berbasis Technology

Informasi.

Pembentukan Undang-Undang Otoritas Jasa
Keuangan di latar belakangi oleh 3 (tiga) landasan

yaitu:

1. Landasan Filosofi

Dapat mewujudkan perekonomiaan nasional yang
mampu tumbuh dengan stabil dan berkelanjutan
,menciptakan kesempatan kerja yang luas dan sebanding
di semua sektor perekonomian, serta memberikan
kesejahteraan secara adil kepada seluruh rakyat Indonesia.
2. Landasan Yuridis

a. Pasal 34 UU No0.23 Tahun 1999 Tentang Bank
Indonesia.

b. UU No.6 Tahun 2009 tentang penetapan Perppu
No.2 Tahun 2008 tentang perubahan keduan atas
Undang-Undang No.23 Tahun 1999 tentang Bank
Indonesia menjadi Undang-Undang.

3. Landasan Sosiologis
a. Globalisasi dalam system keuangan dan pesatnya
kemajuan di bidang teknologi dan informasi serta
inovasi finansial telah menciptakan system
keuangan yang kompleks, Dinamis dan saling
menyangkut antara subsector keuangan baik

dalam hal produk maupun kelembagaan.
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b. Adanya lembaga jasa keuangan yang memiliki
hubungan kepemilikan di berbagai subsektor
keuangan (konglomerasi) menambah
kompleksitas transakasidan interaksi antara
lembaga jasa keuangan di dalam system
keuangan.

c. Banyaknya permasalahan lintas sectoral di sektor
jasa keuangan yang meliputi tindakan moral
hazard, belum optimalnya perlindungan
konsumen jasa keuangan,dan terganggunya
stabilitas sistem keuangan. Semenjak lahirnya
OJK diharapakan selalu dalam pengawasan pada
sektor jasa keuangan yang efektif, dan
terintegrasi, kordinasi, lebih mudah sehingga
terciptanya seluruh kegiatan dalam sektor jasa
keuangan secara teratur, adil, transparan dan
akuntabel yang bisa mengwujudkan system
keuangan dapat tumbuh secara berkelanjutan dan
stabil yang mampu melidungi kepentingan

konsumen dan masyarakat.

2 Nonie Afrianty Dkk,”Lebaga Keuangan”(Bengkulu :CV Zigie
Utama, 2020), h. 18
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2. Fungsi Tugas dan Wewenang Otoritas Jasa
Keuangan

Otoritas Jasa Keungan (OJK) berfungsi untuk
menyelenggarakan  suatu  system pengaturan dan
pengawasan Yyang terintegrasi dalam seluruh kegiatan
pada sektor jasa keuangan.Tugas OJK melakukan
pengaturan dan pengawasan terhadap suatu lembaga

meliputi.

Perbankan

o o

Asuransi

Pegadaiaan

o o

Pasar modal

Lembaga penjaminan

Lembaga pembiayaan ekspor Indonesia
Perusahaan pembiayaan sekunder perumahan

o Q@ o

Penyelenggaraan program jaminan sosial, pension

dan kesejahteraan.®

Adapun wewenang yang dimiliki OJK adalah sebagai
berikut:

a. Tugas Pengawasan
Menetapkan kebijakan operasional pengawasan

terhadap kegiatan jasa keuangan, melakukan,

® Kasmir,” Bank dan Lembaga Keuangan Lainya,”(Jakarta; PT
Rajangrafindo Persada, 2014). h. 60
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pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan
konsumen dan tindakan lain terhadap lembaga jasa
keuangan,pelaku dan penunjang kegiatan jasa
keuangan sebagaimana di maksud dalam peraturan
perundang-undang di sektor jasa keuangan.termasuk
kewenangan perizinan kepada lembaga jasa
keuangan.
b. Tugas Pengaturan
Menetapkan peraturan pelaksaan perundang-undang
OJK, peraturan perundan-undang di sektor jasa
keuangan, peraturan dan keputusan OJK peraturan
mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan,
kebijakan mengenai tata cara penetapan perintah
tertulis terhadap lembaga jasa keuangan, kebijakan
mengenai  pelaksanaan tugas OJK peraturan
mengenai tata cara penetapan perintah tertulis
terhadap lembaga jasa keuangan dan pihak tertentu,
peraturan mengenai tatacara pengelolaan statute,
struktur organisasi dan infrastruktur, serta peraturan
mengenai serta perturan mengenai tata cara
pengenaan saksi.*
3. Fungsi Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan
Menurut Pasal 6 Undang-UndangNomor 21
Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan,

4 Hadad Muliaman. Buku Saku Otoritas Jasa
Keuangan,(Jakarta:2015), h.5-9
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tanggungjawab  pengaturan  dan  pengawasan
OJKberlaku untuk:
a. Kegiatan jasa keuangan di bidang industri

Perbankan
b. Kegiatan jasa keuangan di bidang Pasar Modal
c. Kegiatan jasa keuangan bidang ansuransi, dana

pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga Jasa

Keuangan Lainnya.’

Dalam hal pengawasan OJKterhadap industri
keuangan, bank dan nonbank berada dalam satu atap
atau sistem pemantauan terintegrasi sehingga sistem
pengawas dapat denganbertukar informasi. Hal ini
dapat menghindari disagregasi informasi anatar bank
dan regulator non-bank yang sebelumnya ada di
Indonesia.

Krisis ekonomi yang dialami Indonesia pada
tahun1997 hingga 1998 memaksa pemerintah untuk
membenahiindustri perbankan guna menstabilkan
sistem keuangan dan mencegah agar krisis tidak
terulang kembali. Terkait dengan hal tersebut,
gagasan ini melahirkan perlunya model pengawasan
untuk mengawasi berbagai kegiatan keuangan.Setiap
model pengawasan harus memiliki kekuatan untuk

merespon keadaan darurat, menunjukkn efisiensi dan

® UU NO 21 pasal 6 2011
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efektivitas yang tinggi dalam alokasi biaya dan
kewajiban serta fungsi, serta memiliki kesadaran yang
baik di masyarakat.

4. Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Mengawasi

Pinjaman Online

Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam pengaturan dan
pengawasan terhadap sektor keuangan adalah pengaturan dan
pengawasan dalam kegiatan usaha di bidang perbankan.
Sesuai dengan kewenangan dan tugasnya, Otortas Jasa
Keuangan mengawasi lembaga jasa keuangan di sektor
perbankan, pasar modal, lembaga keuangan Non Bank
(seperti: asuransi, dana pensiun, perusahaan pembiayaan).
Adapun kegiatan usaha fintech yang diawasi oleh Otoritas
Jasa Keuangan saat ini adalah yang berbentuk layanan pinjam
meminjam uang berbasis teknologi informasi (fintech peer

topeer lending) fintech invasi keuangan digital (IKD).°

Terdapat dua strategi OJK terhadap upaya membrantas
Bahwa ada dua peran penting pada satgas waspada
investasi dalam menjalankan tugasnya yaitu Peran
pengaturan dan peran pengawasan :

a. Peran Sebagai Pengaturan

Pengaturan terhadap perkembangan industry fintech

pinjam meminjam.Otoritas Jasa Keuangan sudah

®NonieAfriany, Dkk. lembaga keuangan syariah.bengukulu:cv.zigie
utama.(2019), h.15
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menerbitkan peraturan yang tertulis dalam peraturan
Otoritas Jasa Keuagan Nomor 77/POJk.01/2016 tentang
layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi
informasi.Adanya peraturan ini bertujuan memberikan
perlindungan konsumen dan kepercayaan terhadap
masyarakat yang menggunakan layanan pinjam
meminjam.
. Peranan Sebagai Pengawasan
OJK akan mengawasi pelaksanaan dan aturan-aturan
terkait penyelenggaraan fintech jenis pinjam meminjam
yang dalam konteks yakni POJK LPUMBT. Untuk
meminimalisir  terjadinya pelanggaran-pelanggaran
tersebut adapun upaya-upaya dari OJK yakni:
1. Upaya preventif
Dilakukan OJK untuk mencegah terjadinya
pelanggaran-pelanggaran.Upaya tersebut dapat
dilakukan dengan pemanggila kepada seluruh
penyelenggara dan melakukan pengarahan, edukasi
dan juga sosialisasi terakit penyelenggara maupun
aturan-aturan yang berlaku dalam pelaksanaan
pinjam meminjam.
2. Upaya represif
Proses pengawasan Yyang dilakukan oleh OJK

terhadap penyelenggara fintech jenis p2p lending
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yang tidak melakukan pendaftaran dan perizinan di
OJK:

a)

b)

d)

Melakukan pengumpulan data dan pengolahan
data terhadap penyelenggara fintechjenis p2p
lending yang belum terdaftar dan berizin di
OJK.

Setelah mengetahui dan mendapatkan data
penyelenggara fintech jenis p2p lending yang
belum terdaftar dan berizin di OJK, selanjutnya
akan di koordinasikan terhadap satgas waspada
investasi yang di bentuk OJK.

Setelah di koordinasikan kepada satgas
waspada investasi, selanjutnya akan dilakukan
pemanggilan terhadap penyelenggara pinjaman
fintech jenis p2p lending yang beum terdaftar
dan berizin di OJK dan akan di berikan
penjelasan agar berhenti melakukan kegiatan
oprasionalnya.

Jika setelah dilakukan pemanggilan
penyelenggara yang belum terdaftar dan berizin
di  OJK masih  melakukan  kegiatan
oprasionalnya, maka tindakan yang akan di
ambil ojk memberikan surat reomendasi kepada

kominfo untuk menghapus dan memblokir
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aplikasi dan layanan penyelenggaraan pinjam
meminjam berbasis teknologi.

5. Jenis Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan

a. Pengawasan Dberdasarkan kepatuhan (compliance
based supervison) yaitu pemantauaan kepatuhan bank
terhadap ketentuan-ketentuan yang terkait dengan
operasi dan pengelolaan bank di masalalu dengan
tujuan untuk memastikan bahwa OJK telah beroprasi
dan dikelola secara baik dan benar menurut prinsip-
prinsip kehati-hatian pengawasan terhadap
pemenuhan aspek kepatuhan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan.

Bahwa salah bentuk pengawasan  untuk
memastikan kesesuian dengan Kketentuan ektivitas,
efsiensi, dan ke ekonomisan pelaksanaan tugas di
lingkungan direktorat jenderal Bea dan Cukai
dilakukan melalui kegiatan pengawasan kepatuhan
pelaksanaan tugas.

b. Pengawasan berdasarkan Resiko (risk bassed
supervision) yaitu OJK yang menggunakan strategi dan
metodologi berdasarkan risiko yang memungkinkan
pengawasan bank dapat mendeteksi risiko yang
signifikan secara dini dan mengambil tindakan

pengawasan yang sesuai dan tepat waktu.
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1. Melakukan Risk Identification.

Langkah pertama yang dilakukan adalah
mengidentifikasi kemungkinan risiko yang dapat
terjadi pada organisasi. Ini bertujuan untuk
mengetahui keadaan yang akan dihadapi oleh
organisasi tersebut dalam berbagai aspek yang ber
risiko untuk mempermudah proses selanjutnya.

2. Langkah berikutnya yaitu Risk Assessment Setelah
risiko telah diidentifikasi, selanjutnya akan dinilai
potensi  keparahan kerugian dan kemungkinan
terjadinya. Dalam hal ini, diperlukan kemampuan
individu disetiap bidangnya sebagai pemilik risiko
untuk memberikan penilaian terhadap risiko yang
telah diidentifikasi. Tujuannya adalah agar setiap
risiko berada pada prioritas yang tepat.

3. Risk Response, vyaitu proses ini dilakukan untuk
memilih dan menerapkan langkah pengelolaan risiko.
Tantangan bagi pemilik risiko adalah untuk
menentukan portofolio yang tepat untuk membentuk
sebuah strategi yang terintegrasi sehingga risiko dapat
dihadapi dengan baik dalam bentuk rencana tindak
pengendalian. Tanggapan risiko umumnya terbagi

dalam kategori seperti berikut:
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a. Risk Avoidance, Mengambil tindakan untuk
menghentikan kegiatan yang dapat
menyebabkan risiko terjadi.

b. Risk Reduction, Mengambil tindakan untuk
mengurangi kemungkinan atau dampak atau
keduanya, biasanya melalui pengandalian.

c. Risk Sharing or Transfer, Mengambil tindakan
untuk mentransfer beberapa risiko melalui
sharing program.

d. Risk Acceptence, Tidak mengambil tindakan
apapun untuk  menganggulangi  risiko,
melainkan menerima risiko tersebut terjadi,
hal ini biasanya terjadi karena faktor eksternal
yang tidak dapat dikendalikan sepenuhnya

oleh pemilik risiko.”

Tujuan utama pengawasan adalah untu mewujudkan suatu
rencana dalam memastian agar tujuan sebuah organisasi
tercapai, pada tahap pertama di perlukan untuk mengecek
ulang dengan memasitikan suatu kegiatan tersebut sesuai
dengan instruksi dan standar ketentuan, agar badan
pengawasan mengetahui kesulitan dan kelemahan yang
dihadapi dengan adanya tindakan ini memudahkan kita untuk

menyelesaikannya pada saat itu atau di masa yang akan

"Nurul Hudadan M.Edwin Nasution,”’Investasi Pasar Modal,”
(Jakarta:kencana 2008), h.15
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datang.Pengawasan adalah proses untu menjaga agar kegiatan
terarah menuju pencapaiaan tujuan seperti yang direncanakan
dan bila di temukan penyimpangan di ambil tindakan

koreksi.®

Tugas Otoritas Jasa Keuangan dalam mengawasi jasa
keuangan membutuhkan koordinasi dengan Bank Indonesia.
Pengawasan jasa keuangan pada prinsipnya terbagi atas dua
jenis, yaitu pengawasan dalam rangka mendorong jasa
keuangan untuk ikut menunjang pertumbuhan ekonomi dan
menjaga  kestabilan moneter dan pengawasan yang
mendorong jasa keuangan secara individual tetap sehat serta
mampu memelihara kepentingan masyarakat dengan baik,
untuk pengawasan dilakukan oleh Bank Indonesia dan

dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.’

6. Macam-Macam Pengawasan
a. Pengawasan dari dalam organisasi
Pengawasan dari dalam, berarti pengawasan yang
dilakukan oleh aparat/unit pengawasan yang di bentuk
dalam organisasi itu sendiri. Apart/unit pengawasan ini
bertindak atas nama pimpinan organisasi. Aparat

pengawasan ini bertugas mengumpulakan segala data

®Maringan Masry simbolon, dasar-dasar administrasi  dan
manajemen(jakarta : indonesia, 2004) h. 70

® Zulkarnain Sitompol,” Perlindungan Dana Nasabah Bank :Suatu
Gagasan Tentang Pendirian Lembaga Penjamin Simpanan di Indonesia,”
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2002, h. 220.
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dan informasi yang di perlukan oleh organisasi.Hasil
pengawasan ini dapat di gunakan dalam nilai
kebijaksanaan pimpinan.

b. Pengawasan dari Luar organisasi

Pengawasan dari luar organisasi adalah
pengawasan yang bertindak atas nama pimpinan
organisasi itu karena permintaannya, misalnya
pengawasan yang di lakukan oleh direktorat, jendral
pengawasan keuangan negara. Terhadap suatu
departemen, aparat pengawasan ini bertindak atas

nama pemerintah/presiden melalui mentri keuangan.

c. Pengawasan Preventif
Pengawasan Preventif adalah pengawasan yang
dilakukan sebelum rencana itu dilaksanakan.

Pengawasan preventif untuk mencegah terjadinya

kekeliruan/kesalahan dalam pelaksanan.Dalam sistem

pemerikasaan anggaran pengawasan preventif ini
disebut preaudit. Adapun dalam pengawasan
preventif dapat dilakukan hal-hal berikut :

1) Menentukan peraturan-peraturan yang
berhubungan dengan sistem prosedur, hubungan
dan tata kerja.

2) Membuat pedoman/manual sesuai dengan

peraturan-peraturan yang telah ditetapkan.
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3) Menentukan kedudukan, tugas, wewenang, dan
tanggung jawabanya.

4) Mengorganisasikan segala macam kegiatan,
penempatan pegawai dan pembagian
pekerjaannya.

5) Menentukan sistem koordinasi, pelaporan, dan
pemeriksaan.

6) Menetapkan sanksi-sanksi terhadap pejabat yang
menyimpang dari peraturan yang telah di
tetapkan

Pengawasan Represif
Pengawasan represif dilakukan setelah adanya
pelaksanaan pekerjaan.diadakanya pengawasan
represif ialah untuk menjamin kelangsungan
pelaksanaan pekerjaan agar hasilnya sesuai rencan
yang telah ditetapkan.Dalam sistem pemeriksaan
anggaran, pengawasan represif di sebut pos-audit.
Tugas Otoritas Jasa Keuangan dalam mengawasi
jasa keuangan membutuhkan koordinasi dengan Bank

Indonesia. Pengawasan jasa keuangan pada

prinsipnya terbagi atas dua jenis, yaitu pengawasan

dalam rangka mendorong jasa keuangan untuk ikut
menunjang pertumbuhan ekonomi dan menjaga
kestabilan moneter dan pengawasan yang mendorong

jasa keuangan secara individual tetap sehat serta
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mampu memelihara kepentingan masyarakat dengan
baik, untuk pengawasan dilakukan oleh Bank
Indonesia dan dilakukan oleh Otoritas Jasa

Keuangan.'?

B. Pinjaman Online

1. Pengertian Pinjamanan online

Pinjaman online adalah jenis pinjaman yang cukup
diajukan secara online melalui aplikasi ponsel,tanpa perlu
tatap muka. Cara ini memberikan kemudahan dan
kecepatan dalam proses pengajuan kredit. Pinjaman
online tumbuh sangat cepat di Indonesia.Kemudahan dan
kecepatan yang di tawarkannya menjadi daya tarik
utama.pengajuan kredit yang selama ini di kenal lama dan
rumit, sekarang bisa dilakukan secara cepat, mudah,
online dan tatap muka. Calon peminjam cukup
mengunduh aplikasi pinjaman di ponsel melalui google
play store atau malalui APK, yang menirma hanya ponsel

android, tetapi ada juga yang sudah bisa android dan ios
apple.
Layanan pinjaman meminjam uang dalam mata

uang rupiah secara langsung antara kredit/lender (pemberi

pinjaman) dan debitur/borrower (penerima pinjaman)

10" Zulkarnain Sitompol,” Perlindungan Dana Nasabah Bank :Suatu
Gagasan Tentang Pendirian Lembaga Penjamin Simpanan di Indonesia,”
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2002, h. 220.



39

berbasis teknologi informasi.fintech lending juga disebut
sebagai layanan pinjaman meminjam uang berbasis
Teknologi (LPMUBT]I). Merupakan suatu inovasi layanan
keuangan dengan memanfaatkan teknologi yang
memungkinkan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman
bertransaksi tanpa harus bertemu langsung melalui sistem
yang di selenggarakan oleh fintech baik melalui aplikasi

atau website.™*

2. Aplikasi Pinjaman Online

Aplikasi pinjaman online adalah fasilitas
pinjaman uang oleh penyedia jasa keuangan yang
beroprasi secara online.Penyedia pinjaman online
tersebut biasa di  kenal dengan sebuah
fintech.Pinjamanonline yang langsung cair dan
tanpa jaminan merupakan solusi alternative bagi
masyarakat yang membutuhkan dana tunai tanpa
harus mengajukannya secara tatap muka, penyedia
pinjaman ini adalah lembaga penyedia jasa
keuangan yang beroprasi secara online dengan

bantuan teknologi informasi.

Untuk memenuhi tingginya permintaan,
kini produk kredit atau pinjaman semakin bevariasi.

Tidak hanya pinjaman dari bank berupa fasilitas

“Maringan Masry simbolon, dasar-dasar administrasi dan
manajemen(jakarta : indonesia, 2004)h.65
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kredit seperti Kredit Tanpa Agunan ( KTA) atau
kredit multiguna, namun ada juga pinjaman berupa

pinjaman uang via internet atau online.

a. BFI-Ku
Merupakan bagian dari PT BFI-Finance
adalah pinjaman modal usaha untuk usaha
kecil dan menengah. BFI-Finance merupakan
pinjaman online dengan mudah dan cepat,
BFI-Finance pinjaman yang sudah di awasi
OJK akan tetapi BFI-Finace menggunakan
jaminan.

b. Uang teman

Merupakan bagian dari PT digital Alpha
Indonesia dan Digital Alpha Grub Pte Ltd,
perusahaan digital keuangan di wilaya Asia
Tenggara yang menyediakan pinjaman

jangka pendek, baik untuk segala macam
kebutuhan dimana saja kapan saja dengan
fasilitas tanpa agunan dan proses yang cepat

serta aman dan terpercaya.

c. Tunai kita
Tunai Kita adalah sebuah Platform pinjaman
online Jaminan yang telah terdaftar dan di

awasi  OJK dan begerak dibawah
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P2Pclending. Bisa dilakukan secara fleksibel
baik itu mencicil atau sekali bayar sesuai
kebutuhan.*?

d. Kredit Pintar

PT.Kredit Indonesia merupakan salah satu
perusahaan fintech yang sudah terdaftar di
OJK.Layanan pinjaman yang diberikan
bersifat pinjaman jangka pendek yang mudah

didapatkan oleh masyarakat.
e. Rupiah Cepat

Rupiah Cepat merupakan aplikasi pinjaman
online yang sudahng terdaftar di OJK dalam
waktu vyang lama. Aplikasi - ini hanya
menawarkan pinjaman instan atau dana

darurat bagi pera pengguna.

f. Danamas
Perusahaan penyedia pinjaman online resmi
yang pertama adalah PT. komunido Arga
digital atau yang dikenal dengan aplikasi
pinjaman online Danamas.Perusahaan ini

dikelola oleh sinarmas finanacial service yang

Yhttps://ojk.go.id/id/kanal/iknb/Financial Technologypages/Penyeleg
aaran Fintech terdaftra-dan-berizin-di-OJK-per-11-juni 2020 .aspx, diakses
pada tanggal 20.6 (2022).



https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/FinancialTechnologypages/Penyeleg%20aaran%20%20Fintech%20terdaftra-dan-berizin-di-OJK-per-11-juni%202020%20.aspx
https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/FinancialTechnologypages/Penyeleg%20aaran%20%20Fintech%20terdaftra-dan-berizin-di-OJK-per-11-juni%202020%20.aspx
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dis tujukan untuk membantu masyarakat yang
ingin membangun usaha mikro.

g. Indodana
Apikasi Indodana merupakan perushaan
fintech resmi yang sudah terdaftar di OJK.
Aplikasi ini menawarkan pinjaman online
yang mudah dan cepat, selain itu, Anda juga
dapat mengajukan program cicilan utuk
berbelanaj secara online.*?

h. Shoppee Pinjam
Produk pinjaman yang diajukan biasa di
cairkan ke rekening pengguna. Shoppe pinjam
di fasilitasi dengan fitur pengajuan yang
mudah, bunga yang rendah,dan cicilan
bulanan. Produk ini di sediakan oleh PT
Lentera Dana Nusantara sebagai pihak
penyelenggara.

3 Keuntungan Aplikasi Pinjaman Online
Pertumbuhan pengguna pinjaman online juga
disebabkan oleh banyaknya keuntungan yang
diberikan oleh penyedia pinjaman seperti tanpa
jaminan, langsung cair dan kemudahan
lainya.berikut ini sejumlah keuntungan pinjaman

onlineyaitu :

Bhttps//www.okbank.co.id/id/information/news/10-pinjaman-online-
resmi-yang-sudah-diawasi-ojk
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Proses Cepat

Jika dibandingkan dengan pinjaman
konvensional, Proses pinjaman online lebih
cepat karena fintech banyak
menyederhanakan administrasi, misalnya,
untuk pengiriman dokumen persyaratan,
pertanyaan hingga wawancara nasabah dapat
dilakukan tanpa tatap muka.
Fleksibel
Salah satu keunggulan pinjaman online
adalah fleksibilitas. Pemohonan pinjaman
tidak perlu mendatangi kantor cabang bank
atau multifinance. Cukup bermodalkan
smartphone dan koneksi internet, nasabah
bisa mengajukan pinjaman darimana saja dan
kapan saja.
Syarat Mudah
Pada lembaga keuangan konvensional,
pinjaman  biasanya  diberikan  secara
ketat.salah satu syarat utama yang diajukan
lembaga keuangan konvensional adalah
jaminan.Seringkali hal ini memberatkan
calon nasabah.Pada pinjaman secara online,

syarat agunan sering tidak  berlaku
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khususnnya untuk untuk nominal pinjaman
yang kecil.
4) Beragam Produk
Pinjaman online tidak kalah dengan bank
dan penyediaan jasa keuangan lainya.Fintech
juga memiliki beragam jenis
pinjaman.Seperti  calon nasabah  dapat
mengajukan  pinjaman  untuk  berbagai
kebutuhan mulai dari membeli rumah hingga
keperluan modal usaha.**
4. Kekurangan Pinjaman Online
a.  Nominal pinjaman yang kecil
Pinjaman online terkenal dengan syaratnya
yang lebih mudah, sehingga dengan pencairan
dana yang tepat serta kelengkapan dokumen
yang lebih sedikit, tentu saja limit kredit yang
diberikan tidak sebesar meminjam di lembaga
keuangan lain.
b. Tenor Pinjaman yang Pendek
FintechP2Plending telah menghitung dalam
manajemen resiko dengan perputaran uang yang
lebih cepat tenor waktu yang diberikan
biasanyan berkisar antara 7 hari (1 minggu

),hingga 12 bulan.

“http://www.Finansialku.com/PinjamanuangOnline Apakahitu/diakse
s pada tanggal 20 Agustus 2022, pukul 19.00



http://www.finansialku.com/PinjamanuangOnlineApakahitu/diakses
http://www.finansialku.com/PinjamanuangOnlineApakahitu/diakses
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c. Bunga Tinggi
Setiap pinjaman konvensional baik melalui
perbankan atau lembaga lainnya. Umumnya
akan di kenakan bunga pinjaman.Hal ini juga
berlaku  dalam  pinjaman  online.Selain
mempertimbangkan ~ tenor ~ pengambilan
pinjaman, hal yang perlu di perhatikan adalah
bunga pinjam.*
C. Pinjaman Online legal
Pinjaman Online legal merupaan pinjaman online
yang terdaftar dan berizin otoritas jasa keuangan. Ada
beberapa cirri-ciri pinjaman online legal:
1. Terdaftar di OJK
Salah satu ciri yang mudah dikenali untuk
mengetahui apakah pinjaman online tersebut legal
atau tidak adalah dengan melihat OJK di aplikasi atau
situasi resmi.Peraturan ini hanya bisa dilaksakan oleh
perusahaan legal mencantumkan logo OJK  di situs

atau aplikasi perusahaan.

13 https://amp. Kontan co.id/news/waspada-in-7-iri-pinjol-ilegal-yang-
perlu-dikenali-masyarakat-1, Diakses Sabtu 01 agustus 2022 09:29 wib.
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Menerapkan  bunga atau  biaya  pinjaman
transparan.

Informasi perusahaan jelas.

Dana pinjaman mudah di cairkan.

Aplikasi terdaftar di play store.

Pemberian pinjam akan diseleksi terlebih dahulu.
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GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN
A. Sejarah Otoritas Jasa Keuangan

Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia
tidak lepas dari akibat krisis ekonomi pada tahun 1997 dan
mungkin trend bank sentral di beberapa negara antara lain
inggris  (1997), jerman (1949), jepang (1998) vyang
menginginkan agar bank sentral yang independen, bebas dari

campur tangan pihak manapun.”

Krisis 1997/1998, penutupan 16 bankkecil pada waktu itu
memicu ambruknya kepercayaan masyarakat terhadap sistem
perbankan sehingga mengakibatkan krisis yang menelan sagat
besar. Kegagalan pengawasan lembaga financial di Amerika
serikat di tahun 2008 menimbulkan kekhawatiran pada sektor
finasial dalam negeri indonesi. Munculnya kasus bankcentury
yang di talangi lebih kurang 6,7 triliun, kasus BLBI semakin
memperburuk dan membuat kegagalan pada pasar financial

Indonesia.?

Pemerintahan beranggapan bahwa bank Indonesia sebagai

bank sentral telah gagal daam mengawasi sektor perbankan

"Nonie Afrianty, Dkk,”Lebaga Keuangan”,(Bengkulu :CV Zigie
Utama, 2020), h. 18-

Atin meriati isnaeni, desember 2018,perlindungan hukum bagi
konsumen oleh lembaga otoritas jasa keuangan, jurnal unizar law review, vol 1
No 2 (2018)
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dan akhirnya menimbulkan ide untuk membentuk otoritas
jasa keuangan yang mulai dibicarakan danharus terbentuk
pada tahun 2002 sebagaiman ditentukan dalam pasal 34
undang-undang Nomor 23 tahun 1999 tentang bank

Indonesia.

Secara historis, pembentukan otoritas jasa keuangan
sebenarnya kompromi untuk menghindari jalan buntu
pembahasan undang-undag tentang bank Indonesia oleh
dewan perwakilan rakyat (DPR). Pada awal pemerintahan
presiden B.J. Habibie, pemerintahan mengajukan rencana
undang-undang tentang Bank Indonesia yang memberkan
independensi kepada Bank sentral. Rancangan undang-
undang ini di samping memberikan independensi tetapi juga
mengeluarkan fungsi pengawasan perbankan dari Bank
Indonesia.lde pemisahan fungsi pengawasan dari Bank sentral
ini datang dari helmut shlenger, mantan gubernur
bundesbank(bank sentral jerman) vyang pada waktu
penyusunan rancangan undang-undang tentang bank
Indonesia (kemudian menjadi undang-undang nomor 23 tahun

1999 tentang bank Indonesia) bertindak sebagai konsultan.’

Setelah lebih dari tiga tahun, akhirnya sidang paripurna
DPR pada 19 Desember 2003 menyelesaikan perubahan

undang-undang bank Indonesia.Usulan perubahan ini semula

*Nonie Afrianty Dkk,”Lebaga Keuangan”,(Bengkulu :CV Zigie
Utama, 2020), h.19



49

diajukan semasa Pemerintahan presiden Abdurrahman
Wahid.Undang-undang hasil perubahan ini di sebut oleh
mentri  keuangan Buediono sebagai undang-undang
Banksentralmenentukan siapa berwenang mengawasi industri
perbankan. Terjadi tarik ulur yang antara bank Indonesia dan
pemerintahan yang dalam kaitan ini diwakilkan oleh
departemen keuangan. Kompromi yang dicapai akhirnya
menetapka undang-undang nomor 3 tahun 2004 tentag
perubahan  undang-undang nomor 3 tahun1999 vyang
menjelaskan bahwa Otoritas Jasa Keuangan akan dibentuk

selambat-lambatnya 31 desember 2010.*

Dalam perjalanan panjang selama 12 tahun tarik-menarik
berbagai kepentingan dan politik yang cukup melelahkan
antara pihak —pihak yang mendukung maupun yang
menentang pembentukan otoritas jasa keuangan, akhirnya
pada tanggal 22 november 2011 ranangan undang-undang
otoritas jasa keunangan telah di sahkan menjadi undang-
undang nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
Sesuai dengan amanat pasal 34 undang-undang nomor 3
tahun 2004, lahirlah suatu lembaga supervise yaitu otoritas
jasa keuangan yang bersifat independen dalam menjalankan

tugas dan kedudukanya.

*Kasmir,” Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya,”(Jakarta; PT
Rajangrafindo Persada, 2014). h.60
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Setelah undang-undang No. 21 tahun 2011 disahkan,
presiden Republik Indonesia saat itu, Susilo Bambang
Yudhoyono pada 16 juli menetapkan Sembilan anggota
komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Termasuk dua anggota
komisioner ex-officio dari kementrian keuangan dan Bank

Indonesia.’

Setelah itu, pada 15 Agustus 2012 dibentuklah Tim
Transisi Otoritas jasa keuangan Tahap 1, untuk membantu
Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan melaksanakan
tugas selama masa transisi. Mulai 31 Desember 2012,
Otoritas Jasa Keuangan secara efektif beroprasi dengan
cakupan tugas pengawasan pasar modal dan industri

keuangan Non-Bank.

Setelah itu, pada 18 maret 2013 dibentuk Tim Transisi
Otoritas jasa keuangan Tahap Il untuk membantu Dewan
Komisioner Otoritas Jasa Keuangan dalam pelaksanaan
pengalihan fungsi, tugas dan wewenang pengaturan
pengaturan dan pengawasan perbankan dari bank Indonesia.
Per 31 Desember 2013 pengawasan perbankan sepenuhnya
dari Bank Indonesia Ke Otoritas Jasa Keuangan, sekaligus
menandai di mualainya oprasional Otoritas Jasa Keuangan

secara penuh.

*Nonie Afrianty Dkk,”Lebaga Keuangan”,(Bengkulu :CV Zigie
Utama, 2020), h. 18;19



51

Perluasan fungsi pengawasan industry keuangan Non-
Bank, pada 1 januari 2015 Otoritas Jasa Keuangan Memulai
pengaturan dan pengawasan lembaga keuangan Mikro
(LKM).°

Peresmian kantor- kantor otoritas jasa keuangan tersebut
akan dilakukan di 15 kantor otoritas jasa keuangan, baik
KROJK dan KOJK,pada 6 januari 2014 yang di hadiri
anggota dewan komisioner otoritas jasa keuanganserta
pimpinan Otoritas Jasa Keuangan pusat. Dengan beroprasinya
kantor-kantor Otoritas Jasa Keuangan di daerah, akan lebih
memudahkan pengawasan di seluruh industri jasa keuangan
yang ada di setiap daerah yang menjadi kewenangan otoritas

jasa keuangan.

Sejalan dengan pelaksanaan tugas edukasi konsumen,
Otoritas Jasa Keuangan juga di amanatkan untuk
melaksanakan perlindungan konsumen, sehingga kantor
Otoritas Jasa Keuangan di daerah di harapkan dapat berfungsi
sebagai pusat informasi dan pengaduan masyarakat.
Diharapkan tingkat literasi keuangan yang tinggi, masyarakat
akan lebih yakin dalam berinvestasi dan berhubungan dengan
lembaga keuangan ysng tentunya akan memperkuat industry
keuangan dan pada akhirnya memberikan kontribusi ysng

besar pada perekonomian daerah.

®Nonie Afrianty Dkk,”Lebaga Keuangan”,(Bengkulu :CV Zigie
Utama, 2020),H. 18-19
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Kantor Otoritas Jasa Keuangan ( OJK) resmi
beroprasi di Bengkulu pada awal tahun 2014
mendatang.hal ini di sampaikan oleh direktur komunikasi
dan hubugan internasional Otoritas Jasa Keuangan,
ghontoro ryantori aziz saat melaksanakan diskusi.
Menurut ghontor, hadirnya Otoritas Jasa Keuangan tidak
terlepas dari kian kompleksnya persoalan jasa keuangan di
Indonesia.Pemerintah memutuskan membentuk lembaga
khusus yakni Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa
Keuangan melaksanakan tugas pengaturan dan
pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor
perbankan, pasar modal, kegiatan jasa keuangan di sektor
prasuransian,dana pensiun, lembaga pembiayaan dan
lembaga jasa keuangan lainnya. Pada tahun 2014, Otoritas
Jasa Keuangan telah membuka costumer service yang bisa
dijadikan masyarakat untuk tempat meminta informasi.”

B. Visi dan misi Otoritas Jasa Keuangan
1 Visi Otoritas Jasa Keuangan adalah menjadi lembaga
pengawasan industri jasa keuangan yang terpercaya,
melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat dan
mamu mewujudkan industry jasa keuangan menjadi
pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global

serta dapat mewujudkan kesejahteraan umum.

"https://bengkuluekspress.rakyatbengkulu.com/2014-ojk-hadir-di-
bengkulu.
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Misi Otoritas Jasa Keuangan

a. Mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan

didalam  sektor jasa keuangan secara

teratur,adil, transparan dan akuntabel.

b. Mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh

secara berkelanjutan dan stabil.

c. Melindungi kepentingan konsumen dan juga

kepentingan dari masyarakat pada umumnya.®

C. Strktur Organisasi Jasa Keuangan

a. Dewan komisioner OJK

1)

2)
3)

4)
5)

6)

Wakil presiden adalah ketua komite etik dan
mecangkup anggota;

Penanggung jawaban pendidikan dan konsumen;

Ketua komite Audit mencangkup sebagai
anggota;

Ketua merangkap sebagai anggota;

Kepala eksekutif pengawas perasuransi, dana

pension lembaga pebiayaan, dan lembaga jasa

keuangan lainnya mencangkup anggota;

Anggota ex-offico dari kementrian dari anggota

kementrian keuangan yang merupakan pejabat

setingkat eselon 1 kementrian keuangan.

®Nonie Afrianty Dkk,”Lebaga Keuangan”(Bengkulu :CV Zigie
Utama, 2020), h. 18-19
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Anggota ex-offico bank Indonesia adalah
anggota dewan gubernur bank Indonesia;
Direktur eksekutif pengendalian bank merangkap
anggota;

Chief excutive officer pengendaliaan pasar modal
merangkap anggota;’

b. Pelaksanaan kegiatan operasional

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Ketua dewan komisioner memimpin bidang
manajemenstrategis 1;

Wakil ketua dewa komisioner memimpin bidang
manajemen strategis Il;

Kepala eksekutif  pengawasan  perbankan
memimpin bidang sektor perbankan;

Kepala eksekutif pasar modal memimpin bidang
pengawasan sektor pasar modal;

Ketua dewan audit memimpin bidang audit
internal dan manajemen resiko, dan

Anggota dewan komosioner bidang edukasi dan
perlindungan konsumen memimpin bidang

edukasi perlindungan konsumen;°

Kasmir,”Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya”,(Jakarta:PT Raja
Granfindo Persada,2014), h.325.
Ogasmira, ”’Bank Dan Lembaga Keuangan Lainya”,(Jakarta;PT

Rajagrafindo Pers

ada,2014), h.327
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D. Asas dan Nilai Strategi OJK
1 Asas OJK

Dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya

berlandaskan atas asas-asas sebagai berikut.

a.

Asas independensi, yaitu independen dalam
pengambilan keputusan dan pelaksanaan
fungsi, tugas, dan wewenang OJK, dengan
tetap mengacu pada peraturan perundang-
undang yang berlaku.

Asas kepastian hukum, yakni asas dalam
negara hukum yang mengutamakan landasan
peraturan perundang-undang dan keadilan
dalam setiap kebijakan penyelenggaraan
Otoritas Jasa Keuangan.

Asas kepentingan Hukum, yakni asas ysng
membela dan  melindungi  kepentingan
konsumen dan masyarakat serta memajukan
kesejahteraan umum.

Asas keterbukaan, yakni asas yang membuka
diri  terhadap hak masyarakat untuk
memperoleh informasi yang benar, jujur dan
tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan
Otoritas Jasa Keuangan, dengan tetap
memperhatikan perlindungan atas hak asasi

pribadi,dan golongan, serta rahasia negara,
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termasuk rahasia sebagaimana di tetapkan
dalam peraturan perundang-undang.

Asas profesinalitas, yakni asas yang
mengutamakan keahlian dalam pelaksanaan
tugas dan  wewenang Otoritas Jasa
Keuangan,dengan tetap berlandaskan pada
kode etik dan ketentuan peraturan perundang-
undang.

Asas integritas, yakni asas yang berpegang
teguh pada nilai-nilai moral dalamsetiap
tindakan dan keputusanyang diambil dalam
penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan.
Asas  akuntabilitas, yakni asas yang
menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil
akhir dari setiap kegiatan penyelenggaraan
Otoritas Jasa Keuangan harus dapat

dipertanggung jawabkan kepada publik.

2 Nilai-Nilai Strategis OJK

a.

Integritas adalah bertindak objektif, adil dan
konsisten sesuai dengan kode etik dak
kebijakan organisasi dengan menjunjung
tinggi kejujuran dan komitmen.

Profesionalisme adalah bekerja dengan penuh
tanggung jawab berdasarkan kompetensi yang

tinggi untuk mencapai kinerja terbaik.
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Sinergi adalah berkolaborasi dengan seluruh
pemangku kepentingan baik internal maupun
eksternal secara produktif dan berkualitas.
Inklusif adalah terbuka dan meneima
keberagaman dan akses masyarakat terhadap
industry keuangan.

Visioner adalah memiliki wawasan yang luas
dan mampu melihat kedepan (forward
looking)serta dapat berfikir diluar kebiasaan
(out of the box thinking)



BAB IV
HASIL PENELITAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian
1. Praktek Pinjaman Online di Kota Bengkulu
a. Pengajuan pinjaman
Anto Menjelaskan bahwa:
“Untuk melakukan pengajuan pinjaman itu sendiri

biasanya kami melakukannya secara online kak akan
tetapi untuk penyerahan jaminan itu sendiri kak kami
langsung diarahkan untuk mendatangi kantor lembaga

tersebut.”?

Selanjutnya Fitra Menjelaskan bahwa:
“Untuk pengajuan pinjaman itu dilakukan secara online

tetapi seringkali ketika saya melakukan pengajuan itu
pihak dari pinjaman lama dalam sistem pembalasan
chat via online.”

Dari jawaban Informan diatas dapat disimpulkan
bahwa jika nasabah ingin mengajukan pinjaman online

harus melalui WA atau aplikasi yang sudah ada.

'Anto, Nasabah, Wawancara Pada 15 Agustus 2022
? Fitra, Nasabah, Wawancara Pada 16 Agustus 2022
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b. Verifikasi
Ero Widiansyah Menjelaskan:
“Saat melakukan verifikasi proses pencocokan data

untuk memastikan isi sesuia dengan biodata yang

ada.”3

Selanjutnya Hendra Menjelaskan bahwa:
“Pada kami melakukan pinjaman itu harus memenuhi

syarat karena kalau tidak memenuhi syarat maka
peminjaman itu nggak akan dilanjutkan karena saya

sudah pernah ada gagal peminjaman ketka tidak

memenuhi syarat pemberkasan.”*

Dari jawaban informan diatas dapat disimpulkan
bahwa sebelu melakukan peminjaman itu nasabah di
harapkan untuk memenuhi persyaratan terlebih
dahulu seperti mengisi biodata lengkap, Kartu
identitas dan nomor rekening pribadi. Kalau nggak
peminjaman nggak akan dilanjutkan ketahap
selanjutnya.

c. Penerima pinjaman
Andri Menjelaskan:
Penerima pinjaman itu di mohon untuk menunggu

verifikasi untuk dinyatakan pinjaman itu di terima atau
di tolak.Setelah melakukan verifikasi dan di nyatakan

diterima peminjam di harapkan untuk mengirimkan

® Ero, Nasabah, Wawancara Pada 19 Agustus 2022
* Hendra, Nasabah, Wawacara Pada 18 Agustus 2022
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nomor rekening pribadi untuk di lakukan tahap

selanjutnya.’

Selanjutnya Ero Widiansyah menjelaskan:
“Kami diharapkan untuk menunggu verifikasi terus

biasanya kalau udah di tahap verifikasi itu kebanyakan
diterima pegajuan pinjaman da nada juga yang ditolak
pinjamannya”.°

Dari jawaban informan di atas dapat disimpulkan
bahwa dalam melakukan peminjaman nasabah terlebih
dahulu di harapka untuk melakukan verifikasi data
sebelum di nyatakan pinjaman itu di terima atau di
tolak.

d. Pencairan Dana
Anto Menjelaskan Bahwa:
“Untuk pencairan dana itu sendiri akan masuk atau

dikirim melalui rekening pribadi dan nasabah di
harapkan untuk langsung melakukan pengecekan di
nomor rekening tersebut jika sudah ada dapat di

lakukan penarikan.”’

> Andri, Nasabah, Wawancara Pada 18 Agustus 2022
® Ero, Nasabah, Wawancara Pada 19 Agustus 2022
’Anto, Nasabah, Wawancara Pada 15 Agustus 2022
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Selanjutnya Fitra Menjelaskan bahwa:
“Biasanya kami langsung memberikan rekening pribadi

karena takut pas pencairan dana nggak terkirim atau
nggak akan di cairkan oleh pihak pinjaman online

tersebut.”®

Dari jawaban informan diatas dapat di simpulkan
bahawa pencairan dana itu akan langsung masuk ke
nomor rekening pribadi.

e. Pembayaran
Hendra Mengatakan Bahwa:
“Untuk melakukan pembayaran itu sendiri dilakukan

melalui rekening BRI, BNI, Alfamart, indomaret, BCA
pada setiap bulannya.apabila telat melakukan
pembayaran nasabah akan di kenakan denda sebesar 50
ribu/hari atau tergantung seberapa besar pinjaman
tersebut.”®

Selanjutnya Andri menjelaskan bahwa:
“Pembayaran itu dilakukan setiap bulan namun ada

juga yang dilakukan setiap minggu dan akan di denda

juga apabila melakukan telat pembayaran.”*°

®Fitra, Nasabah, Wawancara Pada 16 Agustus 2022
®Hendra, Nasabah, Wawacara Pada 17 Agustus 2022
'°Andri, Nasabah, Wawancara Pada 18 Agustus 2022
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Dari jawaban informan di atas dapat di simpulkan
bawha apabila ingin melakukan pembayaran itu
dilakukan setiap sebulan sekali.

Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Pengawasan
Lembaga Pinjaman Online di Kota Bengkulu
Adanya masalah pinjaman online yang menjadi

tanggung jawab oleh pihak Otoritas Jasa Keuangan
sebagai lembaga yang bertugas untuk mengatur dan
mengawasi seluruh sektor jasa keuangan.Dalam bidang
pengawasan OJK hanya mengawasi 3 sektor jasa
keuangan yaitu perbankan, pasar modal dan IKNB.Selain
ketiga sektor tersebut bukan dibawah pengawasan OJK.
Dalam pengawasan lembaga pinjaman online OJK
melakukannya tidak sendirian tetapi bersama dengan
Satgas Waspada Investasi. Fungsi pengawasan kantor
OJK Provinsi Bengkulu terbagi menjadi 2 (dua) yakni
pengawasan Bank dan Non-bank. Fungsi pengawasan
bank saat initelah menggunakan metode risk based
supervision yang didalamnya termasuk memastikan
kepatuhan Bank terhadap penerapan ketentuan yang
beralaku dan telah di terapkan pada semua bank yangyang
berkantor pusat di Bengkulu yang merupakan dari KOJK
Bengkulu. Untuk fungsi pengawasan  Non-Bank
menggunakan pendekatan (kepatuhan) dan telah di
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terapkan/dilakukan pada LJK Non-Bank yang berkantor
pusat di Bengkulu.
Berikut kasus Kasus yang di alami yaitu pada aplikasi
lembaga pinjaman onlinecara penagihan yang tidak layak
dan bunga yang terlalu tinggi selain itu ada juga kasus
yang hampir terjadi pada nasabah yaitu penarikan
kendaraan bermotor dengan cara pemaksaan oleh debt
collector terhadap konsumen yang mengalami telat
membayar atau kredit macet Sehingga mengakibatkan
sebagian masyarakat depresi karena penagihanya yang
kurang baik dan masyarakat juga banyak di tipu karena
jumlah pinjamanya terus saja menaik tanpa alasan dan
tanggal pembayarannya tidak sesuai dengan perjanjian
yang di sepakati dari awal. Bunga yang diberikan terlalu
tinggi.
Bapak Rahmat Mengatakan:
Bahwa ada dua peran penting pada satgas waspada
investasi dalam menjalankan tugasnya yaitu Peran
pengaturan dan peran pengawasan :
a. Peran Sebagai Pengaturan
Pengaturan terhadap perkembangan industry fintech
pinjam meminjam.Otoritas Jasa Keuangan sudah
menerbitkan peraturan yang tertulis dalam peraturan
Otoritas Jasa Keuagan Nomor 77/P0OJk.01/2016 tentang

layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi
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informasi.Adanya peraturan ini bertujuan memberikan
perlindungan konsumen dan kepercayaan terhadap
masyarakat yang menggunakan layanan pinjam
meminjam.
b. Peranan Sebagai Pengawasan
OJK akan mengawasi pelaksanaan dan aturan-aturan
terkait penyelenggaraan fintech jenis pinjam meminjam
yang dalam konteks yakni POJK LPUMBT. Untuk
meminimalisir ~ terjadinya pelanggaran-pelanggaran
tersebut adapun upaya-upaya dari OJK yakni:
1. Upaya preventif
Dilakukan OJK untuk mencegah terjadinya
pelanggaran-pelanggaran.Upaya tersebut dapat
dilakukan dengan pemanggila kepada seluruh
penyelenggara dan melakukan pengarahan, edukasi
dan juga sosialisasi terakit penyelenggara maupun
aturan-aturan yang berlaku dalam pelaksanaan
pinjam meminjam.
2. Upaya Represif
Proses pengawasan yang dilakukan oleh OJK
terhadap penyelenggara fintech jenis p2p lending
yang tidak melakukan pendaftaran dan perizinan di
OJK:
a) Melakukan pengumpulan data dan pengolahan

data terhadap penyelenggara fintechjenis p2p
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lending yang belum terdaftar dan berizin di
OJK.

b) Setelah mengetahui dan mendapatkan data
penyelenggara fintech jenis p2p lending yang
belum terdaftar dan berizin di OJK, selanjutnya
akan di koordinasikan terhadap satgas waspada
investasi yang di bentuk OJK.

c) Setelah di koordinasikan kepada satgas
waspada investasi, selanjutnya akan dilakukan
pemanggilan terhadap penyelenggara pinjaman
fintech jenis p2p lending yang beum terdaftar
dan berizin di OJK dan akan di berikan
penjelasan agar berhenti melakukan kegiatan
oprasionalnya.

d) Jika setelah dilakukan pemanggilan
penyelenggara yang belum terdaftar dan berizin
di  OJK masih melakukan  kegiatan
oprasionalnya, maka tindakan yang akan di
ambil ojk memberikan surat reomendasi kepada
kominfo untuk menghapus dan memblokir
aplikasi dan layanan penyelenggaraan pinjam
meminjam berbasis teknologi.

Tujuan melaksanakan peran tersebut yang dilakukan oleh
OJK  agar terjadinya suasana kondusif dan juga

penegakan aturan hukum terkait dalam hal ini adalah
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POJK LPUMBT. Dalam hal ini yang bertugas untuk
melakukan tindakan Preventif adalah satgas waspada
investasi berhak menindak lanjuti perusahaan yang
melakukan kegiatan fintech ataupun perusahaan fintech
legal yang berizin namun melakukan kegiatan ilegal.Jika
terdapat suatu pinjaman online yang terdaftar di OJK
melakukan tindakan ilegal atau melanggar peraturan yang
di tetapkan oleh OJK maupun AFPI maka perusahaan
tersebut dapat ditindak lanjuti oleh satgas waspada
investasi. Peranan OJK dalam layanan pinjam meminjam
berbasis  online  sebagai ~ pengawasan terhadap
permasalahan dan penyalahgunaan dalam layanan pinjam
meminjam berbasis online.

Dalam  melaksankan ~ tugas pengawasanya
terhadap bank, OJK saat ini menjalankan sistem
pengawasan dengan menggunakan 2 pendekatan yaitu:

1) Pengawasan Berdasarkan Kepatuhan (Compliance
Based  Supervision/CBS), yaitu  pemantauan
kepatuhan bank terhadap ketentuan-ketentuan yang
terkait dengan operasi dan pengelolaan bank di masa
lalu bertujuan untuk memastikan bahwa bank telah
beroperasi dan dikelola dengan baik serta benar
menurut prinsip-prinsip kehati-hatian. Pengawasan

terhadap pemenuhan aspek kepatuhan merupakan
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bagianyang tidak terpisahkan dari pelaksanaan
Pengawasan Bank berdasarkan Risiko.

2) Risk Based Supervision/RBS (Pengawasan
Berdasarkan Risiko), pengawasan bank yang
menggunakan strategi serta metodelogi berdasarkan
risiko yang memungkinkan pengawas bank dapat
mendeteksi risiko yang lebih signifikan secara
langsung serta mengambil tindakan pengawasan yang

sesuai dan tepat waktu.*!

Bagi masyarakat yang ingin mengadu kepada otoritas jasa
keuangan bisa langsung menghubungi melalui kontokke
OJKdi nomor 157 atau mengirim pesan melalui whatsapp
(081157157157) selain itu, bisa langsung mengirim pesan ke

alamat email konsumen@ojk.go.id dan www.ojk.go.id.

B. Pembahasan
1. Praktek Pinjaman Pada Lembaga Pinjaman Online Di
Kota Bengkulu
Praktek pinjaman online merupakan layanan

pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi yang
dimana penyelenggaran layanan jasakeuangan ini
mempertemukan pemberi pinjaman dengan menerima
pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam-

meminjam secara langsung melalui sistem elektronik

" Otoritas Jasa Keuangan, ¢ ’Booklet Perbankan Indonesia’’, Edisi-1
((Jakarta: Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan,2014), h. 26


mailto:konsumen@ojk.go.id
http://www.ojk.go.id/
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dengan menggunakan jaringan internet pinjaman online
kini sudah tersebar di seluruh dunia termasuk di bengkulu.

Berdasarkan hasil penelitian ini terhadap 5
pengguna pinjaman online. Dari hasil penelitiaan di dapat
bahwa: Layanan jasa pinjam meminjam uang berbasis
online telah di atur dalam pasal 1 angka 6 POJK
No.77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam
uang berbasis online.Layanan pinjam-meminjam uang
berbasis teknoogi informasi atau biasa di kenal dengan
(P2P Lending) memberikan kemudahan kepada peminjam
mendapatkan pinjaman terjangkau dengan proses mudah
dan cepat, sedangkan pemberi pinjaman mendapatkan
pengembalian berbasis bunga karena telah menandai
pinjaman.

Pengajuan pinjaman online salah satu faktor yang
meningkatkan popularitas pihak tersebut dengan syarat
yang tidak berbelit-belit. Untuk pengajuan mengisi form
pengajuan online dan upload kelengkapan data tim akan
menghubungi untuk konfirmasi pinjaman di setujui dan
tanda tangan secara digital. Hanya membutuhkan data
pribadi seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), NPWP, serta
akses smarphone saja untuk melakukan proses pengajuan,
perlu diketahui data pribadi seperti KTP harus di jaga
sebaik mungkin agar tidak di salah gunakan. Sebagai

gambaran, identitas diri dilampirkan bertujuan untuk
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memastikan bahwa anda merupakan Warga Negara
Indonesia yang sah berdasarkan kepemilikan KTP dan juga
kartu keluarga.Diperlukan agar pihak lembaga pinjaman
online dapat melakukan perhitungan yang tepat terkait
jumlah pinjaman yang di ajukan dengan penghasilan yang
di miliki.
verifikasi data adalah hal yang penting dan tidak boleh
dilewatkan. Pada dasarnya, verifikasi ditujukan untuk
memastikan kebenaran data yang dimasukkan, sehingga
proses bisa dilanjutkan dengan acuan data yang valid.
Dalam konteks aplikasi keuangan sendiri, hampir
seluruh penyedia layanan jenis ini sudah memasukkan
proses verifikasi ke dalam sistemnya. Jelas, konsep
menjadi penting agar transaksi yang dilakukan dalam
layanan yang tersedia bisa terjamin dan terlacak pada
sistem. Setelah mengisi formulir ketika aplikasi sudah di
terima maka pihak dari call center BFI-Finance akan
menghubungi untuk melakukan konfirmasi di gunakan
untuk mengetahui Apakah benar-benar ingin melakukan
pinjaman dan mengenai jaminan yang akan di gunakan
untuk mendapatkan pinjaman.Setelah proses survey dan
pendanaannya maka proses pencairan dana terhitung cepat
yakni hitungan jam hingga 14 hari kerja. Pembayaran
dapat dilakukan dengan cara transfer bank melalui ATM/

teller/ m-banking/ Alfamart/ Indomaret.
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Apabila nasabah pnijaman online melakukan
penundaan pembayaran maka akan masuk kedalam daftar
hitam atau di Blacklist Slik OJK apabila sudah masuk ke
daftar hitam berarti nasabah akan kesulitan atau bahkan
tidak mungkin lagi mengharapkan bantuan financial
kepada lembaga keuangan yang ada di Indonesia. Jika
nasabah telat membayar atau inigi  gagal bayar pada awal
proses penagihan, nasabah hanya di ingatkan melalui
pesan singkat seperti sms, email, maupun telpon. Namun
jika masih blum di bayar maka akan melakukan
penagihan di rumah ataupun menghubungi nomor kontak
terdekat.

Penerima pinjaman sebagaimana diatur dalam
pasal 1 angka 7 POJK No.77/POJK.01/2016 tentang
layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi
adalah badan hukum yang mempunyai utang karena
perjanjian layanan pinjam-meminjam uang berbasis
teknologi info rmasi. Penerima pinjamann dalam sistem
layanan jasa pinjam meminjam uang berbasis online harus
berasal dan berdomisili di wilayah hukum.Penerima dapat
berupa orang, perseorangan warga negara Indonesia atau
badan hukum Indonesia.*?Penerima pinjaman cukup

mengikuti langkah yang diminta, seperti verifikasi

“Pasal 15 POJK No.77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam
Meminjam Berbasis Teknologi Informasi.
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identitas diri, nomor kontak, memilih jumlah pinjaman,
dan memberi informasi rekening bank pribadi.

2. Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Pengawasan
PinjamanOnlinedi Kota Bengkulu.

Adanya masalah pada lembaga pinjaman online
BFI-Finance yang menjadi tanggung jawab besar yang di
hadapai oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga
yang bertugas untukmengawasi seluruh sektor jasa
keuangan. Dalam bidang pengawasan OJK hanya
mengawasi 3 sektor keuangan yaitu perbankan, pasar
modal, dan IKNB."

Pengguna jasa aplikasi Pinjaman online yang sudah
terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan akan tetapi masih ada
kasus seperti cara penagihan, akses daftar kontak, berkas
gambar dan informasi pribadi dari handphone pengguna
jasa aplikasi pinjaman online. yangdilakukan oleh aplikasi
peminjam dana online yang terbilang kurang manusiawi.
Aplikasi peminjaman dana online atau biasa yang disebut
fintech pemeinjam uang berbasis teknologi dan infomasi
yang telah di atur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Nomor 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam
meminjam uang berbasis teknologi informasi. Pertanggung

jawaban OJKterhadap aplikasi pinjaman online yang tidak

PRahmad Staff Edukasi dan Perlindungan Konsumen, Wawancara 11
Agustus 2022
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mengikuti prosedur yang sudah di tetapkan oleh OJK maka
akan diberikan sanksi seperti: peringatan tertulis, dendak
untuk membayar sejumlah uang yang telahdi tentukan,
pembatasan kegiatan usaha, pencabutan izin.

Sistem pengawasan yang dilakukan OJK terhadap
lembaga pinjaman online yaitu melalui pengawasan dig
ital. dimana OJK melakukan pengawasan terhadap
lembaga pinjaman online dan pengguna jasa aplikasi
peminjaman dana online yaitu mealui online. Segala
aktivitas dan semua data mengenai lembaga pinjaman
online dan pengguna jasa aplikasi terpantau di OJK
pusat.OJKadalah lembaga yang memilki peranan fungsi
mengatur, mengawas dan melindungi konsumen atas
kegiatan lembaga jasa keuangan.Tugas pengawasan
lembaga keuangan Non Bank dan pasar modal secara
resmi beralih dari kementrian keuangan dan Bapepam-LK
(Badan Pengawasan Pasar Modal Lembaga Keuangan) ke
Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 31 desember 2012.
Sedangkan pengawasan di sektor perbankan beralih ke
Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 31 Desember 2013
dan lembaga keuangan mikro pada tahun 2015.

Peran Sebagai Pengawasan OJK akan mengawasi
pelaksanaan dan aturan-aturan terkait penyelenggaraan

fintech jenis pinjam meminjam yang dalam konteks yakni
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POJK LPUMBT. Untuk meminimalisir terjadinya
pelanggaran-pelanggaran tersebut.

Pengawasan di OJK itu terdiri dari dua bagian
yaitu pengawasan resiko dan pengawasan kepatuhan,
pengawasan kepatuhan adalah serangkaian tindakan atau
langkah-langkah  yang  bersifat preventip untuk
memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan
prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank
sesuai dengan ketentuan bank Indonesia dan peraturan
perundang- undangan yang berlaku, termasuk sesuai
dengan prinsip syariah, serta memastikan kepatuhan
bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Otoritas Jasa
Keuangan.Pokok pengaturan peraturan pelaksanaan
fungsi kepatuhan merupakan bagian dari pelaksaan
manajemen resiko, pelaksanaan fungsi kepatuhan
menekankan pada peran aktif dari seluruh elemen
organisasi. Pengawasan Berdasarkan ResikoMelakukan
Risk IdentificationLangkah pertama yang dilakukan
adalah mengidentifikasi kemungkinan risiko yang dapat
terjadi pada organisasi.bertujuan untuk mengetahui
keadaan yang akan dihadapi oleh organisasi tersebut
dalam berbagai aspek yang ber risiko untuk

mempermudah proses selanjutnya.



BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktek Pinjaman Online di lakukan dengan beberapa
tahap yaitu tahap pengajuan pinjaman, tahap verifikasi,
Tahap penerimaan pinjaman, Tahap pencairan, tahap
pembayaran. dalam melakukan pengajuan pinjaman
Online harus sesuai dengan Tahap-Tahap yang sudah
di tentukan oleh lembaga pinjaman Online.

2. Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam pengawasan
lembaga pinjaman Online di Kota Bengkulu peranan
sebagai regulator vyaitu peranan pengaturan dan
pengawasan dengan Upaya pencegahan (Preventif),
untuk melakukan sosialisasi dan edukasi serta berbagi ilmu
pengetahuan mengenai pinjaman Online terhadap seluruh
lapisan masyarakat. penyelesaian/tindak lanjuti kasus
(Represif), Upaya Represif yang dilakukan OJK vyaitu
membuka layanan atau fasilitas pengaduan masyarakat
yang ingin melapor kegiatan pinjaman Onlin. Dalam
melakukan pengawasan lembaga pinjaman online
apabila pihak OJK menemukan lembaga yang
melanggar peraturan yang sudah di sepakati maka akan

dikenakan sanksi berupa  pencabutan izin usaha,
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pemblokiran, peringatan tertulis, denda membayar
sejumlah uang yang telah di tentukan.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian
tentang Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam pengawasan
Pinjaman Online di Kota Bengkulu, OJK merupakan
sebuah lembaga yang memiliki tugas melakukan
pengawasan dengan tujuan agar lembaga keuangan yang
diawasi tidak melakukan pelanggaran dan merugikan
masyarakat.

Namun untuk dapat mewujudkan tujuan tersebut
Otoritas Jasa Keuangan diharapkan lebih memperluas
kembali target wilayah dalam melakukan edukasi dan
informasi sampai  kedaerah-daerah  seluruh  Kota
Bengkulu, karena pada dasarnya orang-orang yang tidak
mempunyai pengetahuan tentang Pinjaman Online dan

lembaga keuangan.
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